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Poin yang perlu
diperhatikan pemerintah
ialah perilaku masyarakat
yang lebih suka
meminjam di perusahaan
pinjol ilegal karena
prosesnya yang mudah.

Despian NurHiDAYAT
despion@mediaindonesia.com

ETUA Dewan Komisioner O-
toritas Jasa Keuangan (OJK)
Wimhboh Santoso mengakui
penindakan terhadap pin-
jaman online (pinjol) ilegal masih
terbilang lambat. Hal itu tak lepas dari
aturan perundangan sektor keuangan
vang sudah ketinggalan zaman.
“Undang-Undang Perbankan dike-
luarkan 1992, Apalagi kalau UU Pa-
sar Modal dan Asuransi, lebih lama
lagi. UU itu enggak spesifik mengatur
praktik produk keuangan yang ada se-
karang ini. Bukan hanya pinjol, akhir-
akhir ini juga marak dengan produk
investasi yang belum secara clear da-
lam perundangan,” ungkapnya dalam
Seminar Cdukasi Pinjaman Online Le-
gal atau legal: Kebutuhan Masvarakat
dan Penegakan Hukum, kemarin.
Wimboh mencontohkan, saat ini
marak di masyarakat soal perdagangan
aset oryplo currency yang menjanjikan
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keuntungan luar biasa. Namun, masih
sedikit anggola masyarakat mengeta-
hui perihal risiko vang ada.

Karena itn, sambungnya, peme-
rintah tidak boleh lengah, termasuk
perlunya menyempurnakan aturan
sektor keuangan.

“Bahkan berbagai versi draf (UU
selitor keuangan) sudah tersedia. Kita
butuh partisipasi ahli hukurm untuk
mendiskusikan berbagai hal terkait de-
ngan berbagai produk keuangandigital
vang marak ini,” kata Wimboh.

Poin yang perlu diperhatikan pe-
merintah. lanjutnya, ialah perilaku
masyarakatvang lebih suka meminjam
di perusahaan pinjol ilegal alias yang
tak terdaftar di OJK. Hal itu tak lepas
dari berbagai kemudahan proses yang
ditawarkan perusahaan pinjol ilegal
kepada masyarakat,

Ketua Satgas Waspada Investasi
(SWIy OJK Tongam L Tobing menam-
bahkan. langkah memblokir platform
perusahaan pinjol ilegal vang dilaku-
kan saat ini bukan merupakan solusi

jangka panjang.

“Pemblokiran hanya mencegah
perusahaan pinjol ilegal itu unouk ber-
operasi secara masif.,” terangnya.

Karena itu, hal yang paling utama
untuk menghentikan pinjol ilegal ialah
mengedukasi masyarakat agar tidak
terjebak pada iming-iming perusahaan
pinjol ilegal.

Cara berpikir

Di diskusi yang sama, Menteri Koor-
dinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Mahiud MD menyampai-
kan perlunya modifikasi cara berpikir
penegak hukum dalam menangani
kasus pinjol ilegal.

Pasalnya. meski perusahaan pinjol
tersebut berstatus ilegal karena tak
terdaftar di OJK, perjanjian pinjam-
meminjam antara perusahaan pinjol
dan peminjam tetap sah secara hukum
perdata.

Dia menilai perusahaan pinjol ilegal
itu layaknya rentenir keliling yang
hiasa menawarkan pinjaman sebelum

era digitalisasi,

“Bedanya, pinjol ini menggunakan
sarana teknologl. Modusnya sama,
memberikan kemudahan dan kece-
patan dalam mengajukan pinjaman.
Jadi pinjol itu sebenarnya rentenir
vang bertransformasi melalui digital,”
tegasnya.

Meski praktik pinjam-meminjam
yang dilakukan perusahaan pinjol
ilegal itu sah secara hukum, sambung
Mahfud, pemerintah memandang
keselamatan rakyat adalah hukum
tertinggi di negara ini.

“Keselamatan rakyat itu hukum
tertinggi. Kalau tujuannya untuk me-
nyelamatkan rakyat, hukum formil
dikesampingkan dulu, Karena hukum
yang lebih tinggi dari hukum yang
resmi adalah menyelamatkan rakyat.
Itu tujuan kita bernegara,” ujarnya.

Karena itu, O] K, Bank Indonesia (BI),
dan Polri menyatakan praktik pinjol
ilegal itu masuk kategori kejahatan
karena syarat subjektif dan objektif
tidak dapat dipenuhi. (E-2)



